BAB IV

PERAN KH. MASIKUR DALAM PERJUANGAN KEM ERDEKAAN

INDONESIA

A. Perjuangan KH. Masgkur dalam Keprajuritan Indonesia
1. Syuu Sangi-kai (DPRD zaman Jepang)

Pada masa pendudukan Jepang, Magkur terlibat dalam laskar
Hizbulloh. la mengikuti latihan kemiliteran yang diadakan di Cisarua Bogor
pada akhir Februari 1945. Selain itu, Magikur juga ikut latihan khusus bagi
ulama yang diadakan Jepang pada Juli 1945. Masjkur saat itu menjadi utusan
dari keresidenan Malang bersama dengan Haji Nuryasin dan H.M. Kholil.*

Ada hal yang baru bagi kaum ulama, yakni lebih memberi penjelasan
kepada mereka untuk diberi kesempatan menonton gambar hidup yang
mengandung pelgjaran dan melukiskan kemajuan di daerah-daerah Asia Timur
Raya dalam lapangan kemakmuran dan perindustrian.?

Pelgjaran diberikan mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.15 sore, dengan
catatan tiap hari Jumat istirahat penuh. Sedangkan pada hari Minggu belgar

seperti biasa.

! Azyumardi Azra (ed), Menteri-Menteri Agama Rl Biografi Sosial-Politik (Jakarta: PPIM, 1998),
59.
2 Soebagijo I. N., KH. Masjkur (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), 41.
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Y ang agak menyulitkan kaum ulama pada umumnya di waktu latihan
ialah mereka harus belgjar baris-berbaris seperti militer Jepang. Meraka harus
bisa melakukan gerak badan yang dalam bahasa Jepang dinamakan taiso.

Setelah PM Hideki Todjo kembali ke Tokyo dari perjalanan ke daerah
Selatan pertengahan 1943, di depan parlemen Jepang dia mengucapkan pidato
yang isinya memberi hati kepada bangsa Indonesia, khusus yang berdiam di
Jawa. Dalam pidatonya itu Todjo mengutarakan, bahwa “ penduduk Jawa
diperkenankan untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negeri”.’

Dalam garis besarnya menurut pengumuman Pemerintah, “ada yang
dimaksudkan dengan dibenarkan mengambil bagian dalam pemerintahan
negeri” adalah pada Badan Penasihat yang akan diadakan dalam Pemerintahan
Balatentara, ditempatkan penduduk Jawa dengan dipilih yang mempunyai budi
pekerti serta pengetahuan dan pendirian yang utama.

Dengan bantuan kegiatan pekerjaan Badan Penasihat, maka diharapkan
Pemerintah Balatentara di Jawa akan memperoleh kemajuan yang pesat dan
tepat, dengan tindakan:

1. Di Pusat Pemerintahan dibentuk Chuo sangi-in. Badan tersebut memajukan
usul-usul serta menjawab pertanyaan Pemerintah tentang hal-hal politik dan
tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Balatentara.

2. Di setigp Syuu (keresidenan) termasuk juga Tokubetsu S, Kotapraa

istimewa diadakan Sangi-kai. Sidang ini memagukan usul-usul serta

% |bid., 42.
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menjawab pertanyaan Pemerintah keresidenan tentang urusan pemerintah
daerah.

Sesual dengan apa yang sudah diumumkan, tidak lama kemudian
dibentuklah Chuo Sangi-in dan Syuu Sangi-kai. Untuk pusat diangkat tokoh-
tokoh taraf nasional, sedangkan untuk daerah juga diangkat tokoh daerah.

Selepas latihan, Magkur mendapat panggilan dari kantor keresidenan,
yang menyebutkan bahwa dia diangkat menjadi anggota Syuu Sangi-kali,
semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi, DPRD jaman Jepang,
kedudukannya sangat rendah. Sama sekali tidak mempunyai hak bertanya atau
wewenang membuat perundang-undangan.

Namanya memang disesuaikan dengan wewenangnya, yaitu: badan
penasihat. Jadi baik Chuo Sangi-in maupun Syuu Sangi-kai, haknya hanyalah
memberi nasihat belaka. Dengan begitu kedudukannya, jauh lebih rendah
ketimbang wewenang Volksraad padajaman penjajahan Belanda dahulu.”

Meskipun demikian, para pemimpin Indonesia selalu mempergunakan
tiap kesempatan yang ada untuk berbuat sesuatu yang baik bagi bagi rakyat dan
negaranya. Begitu pula Magikur sebagai anggota Syuu Sangi-kai yang sering
digiak Jepang mengadakan perjalanan keliling menelusuri daerah Malang,
dalam sidang-sidang juga sering mengemukakan pendapatnya dengan nada

menolong nasib rakyat yang hidupnya menderita.

41bid., 43.
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Bagi Magkur, sgak jaman pra-perang berjuang dalam organisas
Nadhatul Ulama, keluhan rakyat dan segala sesuatu yang terjadi pada rakyat
selalu menjadi perhatiannya.®

Pada waktu mengadakan turne ke daerah, Masjkur mengetahui bahwa
telor-telor ayam terlalu banyak yang harus disetor kepada Jepang, sehingga
rakyat sendiri tidak kebagian. Sedangkan ayam yang harus menghasilkan telor
juga terlalu banyak diminta pemerintah untuk keperluan orang-orang Jepang
pula.

Dan bukan hanya itu sgja, banyak tanaman ketela rambat atau ubi yang
harus dibabat, sedangkan daunnya juga diambil Jepang. Padaha pada masa
panen, daun-daun itu sangat diperlukan untuk makan kambing dan ternak
lainnya.

Jepang juga membentuk pasukan heiho yang sebagian besar tenaganya
diambil dari tenaga-tenaga pemuda desa. Padahal, banyak pemuda di desa yang
menjadi tulang punggung keluarga.

Hal-hal demikian yang dikemukakan dalam sidang Sangi-kai dan pada
umumnya usul-usul yang dikemukan oleh anggotanya, termasuk Maskur
mendapat perhatian dari Kepala Daerah Syuucho-kan yang berkebangsaan
Jepang.®

Maka, sgak saat itu dari tiap desa pengambilan tenaga untuk heiho

tidak lagi dilakukan secara paksa, tetapi menurut aturan-aturan yang ditentukan

> Tholha Hasan, Wawancara, Singosari, 06 Juni 2016.
®bid., 44.
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kemudian. Barang sigpa yang mempunyai tiga sampai lima orang anak laki-
laki, akan diminta untuk masuk heiho.

Kedudukan Magkur bertambah menengah. Apa yang dikemukakan
kepada Jepang banyak yang mendapat perhatian penderitaan rakyat dapat
diperkecil keberadaanya.

Menjadi anggota Syuu Sangi-kai bisa dikata cukup luamayan.
Kedudukannya di masyarakat cukup terpandang, meskipun imbalannya tidak
banyak. Naik kereta api tidak usah membayar dan Pemerintah kadang kala
memberikan bahan pakaian untuk Masjkur dan istrinya.”

2. PETA

Setelah Jepang menyadari bahwa dengan mengadakan heiho itu masih
juga dianggap kurang mencukupi keperluan peperangan, maka Jepang pun
mengizinkan para pemuda Indonesia membangun pasukannya sendiri yang
kemudian lebih dikenal dengan nama Pasukan Pembela Tanah Air atau
disingkat PETA.

Sejumlah kaum alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh,
kaum guru dan pamong praja diberi latihan kemiliteran di Bogor selama tiga
bulan dan mereka kemudian dikirim kembali ke daerah masing-masing untuk
menjadi komandan dari batalyon pasukan sukarela tersebut.®

Sementara itu di tiap keresidenan dibentuk apa yang dinamakan Badan
Pembantu Prajurit. Yakni suatu badan yang tugas serta kewgjibannya

membantu kehidupan para prajurit serta keluarga yang ditinggalkannya.

" Ibid., 45.
8 |bid., 46.
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BPP inilah yang menghimpun dana untuk keperluan tersebut.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan perkataan “prajurit” bukan saja mereka
yang memanggul senjata menyandang pedang, tetapi juga mereka yang
menjadi romusha, rakyat jelata yang ratusan ribu jumlahnya dan diangkut
secara paksa untuk mengerjakan pekerjaan kasar guna kepentingan
peperangan. Padahal mereka selain mendapat upah yang sangat minim, juga
tidak mendapat pengurusan yang baik tentang kesehatan serta makananya.
Akibatnyaialah, jumlah kaum romusha ini yang tewas dalam pekerjaan sangat
banyak dan sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah Jepang.

Masgkur kemudian juga menjadi anggota pengurus Badan Pembantu
Prajurit untuk daerahnya pada tahun 1944. Dalam bekerjasama dengan Jepang,
Magkur berhasil mengadakan kontak secara tetap dengan sesama temannya
seperjuangan di Nadhatul Ulama dahulu yang pada jaman Jepang bersama
Muhammadiyah membangun organisasi baru dan diberi nama Masyumi,
Majelis Syuro Muslimin Indonesia.’

3. Hizbullah dan Sabilillah

Pada saat kemerdekaan diproklamasikan, Magkur berada di Malang. la
mendengar berita proklamasi dari rekan-rekannya yang datang ke rumahnya
untuk memberitahukan perihal kemerdekaan. Y ang datang mula-mula teman-
temannya yang dekat sagja, tetapi kemudian mulailah berbondongan orang
menanyakan kepadanya perihal tersebut. Maskur meberitahu mereka agar

mulai sekarang masing-masing menyiapkan diri mengahdapi hal-hal yang

° bid., 47.
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mungkin terjadi.’® Pada saat itu masyarakat pun belum menyadari apa yang
harus diperbuat setelah merdeka. Untuk menggalang dukungan kepada
proklamasi, diadakan rapat raksasa di lapangan lkada Jakarta pada 19
September 1945. Dari sinilah masyarakat mulai menyadari perlunya

mempertahankan kemerdekaan dengan cara apapun.

Bertepatan dengan rapat raksasa di lapangan |kada Jakarta, di Surabaya
terjadi insiden bendera di Hotel Y amato. Seorang Belanda berusaha menaikkan
bendera triwarna yaitu merah putih biru di atas tiang hotel tersebut. Peristiwa

ini menimbulkan reaksi keras dari Masyarakat Surabaya.

Saat terjadi peristiwa tersebut, Magkur berada di Wonokromo.
Sekembalinya dari Wonokromo, Masjkur tergugah hatinya untuk menggalang
dan menggerakkan kembali pemuda-pemuda yang tergabung dalam Hizbullah.
Kelompok para militer ini merupakan kelanjutan dari laskar Hizbullah yang
sudah ada pada zaman Jepang dan pada hakikatnya belum pernah dibubarkan.
Dengan penggalangan kembali dan konsolidasi, Hizbullah turut memainkan
peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan RI.*

Kelompok kelaskaran ini adalah salah satu bagian Masyumi, sebagai
satu-satunya partai Islam yang ada saat itu. Partai ini menyadari pentingnya
mempunyai barisan senjata. Karena itu, Masyumi membentuk komandonya
sendiri, yang disebut bagian pembelaan. Pimpinan bagian ini dipercayakan

kepada Magkur yang sudah punya pengalaman memimpin Hizbullah pada

“1pid., 57.
" Nidhom Ghoir, Wawancara, Singosari, 05 Januari 2016.
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masa Jepang. Belakangan, Magkur juga diangkat sebagai anggota Dewan
Pertahanan Negara.*?

Di berbagai tempat yang dekat medan pertempuran, baik di sekitar
Surabaya, Semarang dan Bandung didirikan markas pertempuran, dan Masjkur
sebagai pimpinan Sabilillah sekaligus sebagai Komandan Masyumi bagian
Pembel aan, sering mengadakan perjalanan keliling ke berbagai markas di dekat
medan pertempuran.

Markas Besar Hizbullah dan Sabilillah ada di Malang, sedangkan yang
menjadi stafnya ialah para kiai serta tokoh masyarakat Islam. Jumlah
pasukannya tidak terhitung, sebab dalam kenyataannya dari masing-masing
pesantren yang ada di Jawa terdapat pasukan Hizbullah dan Sabilillah
tersebut.™

B. Perjuangan KH. Magkur dalam BPUPKI dan PPKI

Pada zaman ini, selain dibentuk organisasi-organisasi rakyat untuk
dimobilisasi mendukungnya, yang dalam banyak ha rakyat memanfaatkannya
untuk agenda kemerdekaan Indonesia sendiri, Jepang juga membentuk apa yang
disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persigpan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosukai.
Pemerintah Jepang di Indonesia mengatakan bahwa pembentukan lembaga ini
adalah realisasi Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Pada anggota BPUPKI diangkat tanggal 29 April 1945. Ketuanya orang

Indonesia, KRT Radjiman Wediodiningrat dan wakil ketuanya: Ichibangase

12 Azra, Menteri- Menteri Agama RI, 60.
13 Soebagijo, KH. Masjkur, 61.
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Y oshio (Jepang) dan RP. Suroso, 7 orang Jepang menjadi anggota luar biasa dan
seluruhnya di luar Jepang anggotanya 62 orang wakil-wakil dari Indonesia.*
Nadhatul Ulama ambil bagian dalam BPUPKI ini dengan adanya dua wakil, yaitu
KH. Masjkur dan KH. Wahid Hasyim.*®

Susunan anggota Badan Penyelidik Usaha Persigpan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Ketua: Dr. K. R. T. Ragjiman Wediodiningrat (66 tahun)

Ketua muda:
1. Itibangase Yesio.

2. R. P. Soeroso (53 tahun).
Anggota:

1. Abikusno cokrosuyoso (40 tahun).

2. H. A. Sanusi (56 tahun).

3. KH. Abdul Halim (59 tahun).

4. Prof. Dr. R. Asikin (55 tahun), guru besar Sekolah Tabib Tinggi Jakarta.
5. R. Aris (45 tahun).

6. Abdul Kadir.

7. Dr. R. Buntaran Martoatmojo (50 tahun).

8. B. P. H. Bintoro (27 tahun).

9. Ki Haar Dewantara (57 tahun).

10. A. M. Dasaad (41 tahun).

" Marwati Djoened, Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 67.
5 Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 68.
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20.
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23.

Prof. Dr. P. A. H. Jayadiningrat (60 tahun), guru besar Kenkoku Gakuin.
Drs. Moh. Hatta (44 tahun), Ketua BPPP.

K. Bagus H. Hadikusumo (56 tahun).

Mr. R. Hendromartono (38 tahun).

Mr. Muh. Yamin (42 tahun).

R. A. A. Sumitro Kolopaking Purbonegoro (59 tahun), Bupati Banjarnegara.
Dr. R. Kusumaatmaja (48 tahun).

Mr. J. Latuharhary (45 tahun).

R. M. Margono Joyohadikusumo (52 tahun).

Mr. A. A. Maramis (48 tahun).

KH. Magkur (44 tahun), Ketua BPP Cabang Malang, Masyumi.

KH. M. Mansur (50 tahun).

Munandar (53 tahun).

24. A. K. Mudzakir (38 tahun).

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

R. Oto Iskandardinata (49 tahun).

Parada Harahap (44 tahun), Pemimpin Umum “Sinar Baru”.

B. P. H. Puruboyo (40 tahun).

R. Abdulrahim Pratalykrama (56 tahun).

R. Ruslan Wongsokusumo (45 tahun).

Prof. Ir. R. Roesseno (38 tahun), guru besar Sekolah Tinggi Teknik Bandung.
H. Agus Salim (62 tahun).

Dr. Samsi (52 tahun).

Mr. R. M. Sartono (45 tahun).

60
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39.

40.
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48.
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4.

55.

56.

Mr. R. Samsuddin (38 tahun), Walikota Sukabumi.

Mr. R. Sastromulyono (48 tahun).

Mr. R. P. Singgih (52 tahun).

Ir. Sukarno (45 tahun).

R. Sudirman (56 tahun).

R. Sukarjo Wiryopranoto (42 tahun), Pemimpin Umum “Asia Raya”.
Dr. Sukiman (56 tahun), dokter partikelir di Y ogya.

Mr. A. Subarjo (49 tahun).

Prof. Mr. Dr. Supomo (43 tahun), guru besar Kenkoku Gakuin Jakarta.

Ir. R. M. P. Surakhman Cokrohadisurio (52 tahun).

. M. Sutarjo Kartohadikusumo (54 tahun), residen Jakarta.

R. M. T. A. Surio (51 tahun), residen Bojonegoro.

Mr. Susanto, Bupati Pacitan.

Mr. Soewandi (48 tahun).

Drs. K. R. M. A. Surodiningrat (44 tahun).

KH. A. Wahid Hasyim (33 tahun).

K. R. M. T. H. Wuryaningrat (61 tahun).

R. A. A. Wiranatakusuma (58 tahun), Bupati Bandung.
Mr. K. R. M. T. Wongsonagoro (49 tahun), residen Semarang.
Ny. Maria Ulfah Santoso (35 tahun).

Ny. R. S. S. Sunarjo Mangunpuspito (39 tahun).

Oe Cong Hauw (41 tahun).

Oelj Tiang Coei (53 tahun), Pemimpin Umum “Kung Yung Pao”.

61
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57. Liem Kun Hian (38 tahun).
58. Tan Eng Hoa (48 tahun).
59. P. F. Dahler (62 tahun), Ketua Panitia Peranakan.

60. A. R. Baswedan (36 tahun), Ketua Panitia Arab.

Tokobetu Lin (Anggota | stimewa):

1. Tokonami Tokuzi.

2. Miyano Syoozoo.

3. Itagaki Masamitu.

4. Matuura Mitukiyo.

5. TanakaMinoru.

6. Masuda Toyohiko.

7. Ide Teiitiroo, mantan anggota “Panitia Penyelidik Adat dan Tata Negara”.*®

BPUPKI sendiri mengadakan rapat-rapat  untuk mempersiapkan

kemerdekaan Indonesia

1. Tanggal 28 Me 1925, BPUPKI memulai sidang pertama. Acara pembukaan
dimulai pukul 11.30, diis pengibaran bendera Jepang dan merah putih, amanat
panglima Tentara Jepang, pelantikan anggota BPUPKI dan nasihat kepala
pemerintah militer (Gunseikan).

2. Tangga 29 Mei 1945 dimulai dengan mendengarkan pidato-pidato dari M.
Yamin, Margono, Sosroningrat, Wiranatakusuma, Soemitro, Woerjaningrat,

Soerjo, Soesanto, Dasaat, Rooseno dan Aris P.

16 Soebagijo, KH. Masjkur, 48-50.
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3. Tangga 30 Me 1945 mendegarkan uraian M.Hatta, Agus Salim, Samsoedin,
Wongsonegoro, Soerachman, Abdul Kadir, Soewandi, Abdul Rahim,
Soekiman dan Soetarjo.

4. Tanggal 31 Me 1945 mendengarkan pidato M. Yamin, Soekarno, Sanus,
Soekardjo dan Hadikoesoemo. Pada tanggal ini juga dibentuk panitia
pernyataan hati dengan ketua Otto Iskandar Dinata, yang kemudian dibacakan
pada sidang 1 Juni 1945, tentang pertama memuji Jepang dan mengharapkan
selekas mungkin datangnya Indonesia merdeka.

5. Tangga 1 Juni 1945 mendengarkan uraian Soekarno, Baswedan, Muzakkir,
Latuharhary dan Soekardjo. Dalam pidato 1 Juni inilah Bung Karno
melahirkan konsepsinya tentang lima dasar negara yang kemudian dikenal

dengan istilah Pancasila.*’

Setelah 1 Juni 1945, BPUPKI reses dan dimulal lagi sidang kedua tanggal
10-17 Juli 1945 yang tetap dipimpin KRT. Radjiman Wediodiningrat. Masa reses
digunakan oleh anggota-anggota BPUPKI untuk membahas rancangan
pembukaan UUD 45 yang dipimpin Soekarno. Persidangan ini disebut tidak resmi

dan hanya dihadiri oleh 38 anggota.

Dalam sidang resmi kedua persidangan membahas bentuk negara,
wilayah, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi-keuangan, pendidikan,
pengagjaran dan pembelaan negara. Seluruh anggota kemudian dibagi ke dalam

kelompok kerja dan satu panitia hukum dasar yang dikepalai Soepomo dan

Y Nur Khalik, NU dan Bangsa, 69.
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berubah menjadi panitia UUD. Sebagian anggota panitia ini juga diminta untuk

duduk dalam panitia kecil perancang UUD yang dipimpin Soekarno.™®

Dadam sidang kedua, yang berbicara baik daam naras panjang atau

pendek diantaranya:

1. Tangga 10 Juli 1945, berbicara tentang wilayah negara. Y aitu Hatta, Soekarno,
Sanoesi, Woerjaningrat, Moedzakkir, Yamin, Abdul Kaffar dan Soemantri
Kolopaking.

2. Tangga 11 Juli 1945, masih tentang wilayah negara. Yang berbicara adalah
Hatta, Soekarno, Yamin, Soetardjo, Agoes Saim, Maramis, Sanoed,
Hadikoesomo, Otto Iskandar Dinata, Rooseno dan Mr. Besar.

3. Tangga 11 Juli 1945, tentang warga negara. Yaitu Parada Harahap,
Kolopaking, Liem Koen Hian, Wongsonegoro, Yamin, Wiranatakusuma, Oei
Tian Tjoel, Oe Tjong Hauw, Baswedan, Soekarno, Soerjo Hamidjojo dan
Abikoesno. Dari sini dibentuk Panitia Perancang UUD (ketua Soekarno),
bagian urusan keuangan dan perekonomian (ketua Hatta) dan bagian
pembelaan (Abikoesno).

4. Tanggal 11 Juli 1945 tentang RUUD, dengan ketua Soekarno dan Wahid
Hasyim masuk di panitia ini dengan anggota-anggota lainnya. Wahid Hasyim
ikut berbicara dibagian ini.

5. Tangga 14 Juli 1945, tentang pernyataan kemerdekaan. Di antaranya yang
berbicara Soekarno, Yamin, Soerjo, Hadikoesumo, Agus Saim,

Wiranatakusuma dan Abikoesno.

18 |hid., 70.
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6. Tangga 15 Juli 1945 berbicara tentang lanjutan RUUD, yaitu Soekarno, Hatta,
Soepomo, Soekiman, Kolopaking, Boentaran, Soekardjo, Liem Koen Hian,
Dahler, Baswedan, Soetardjo, Maramis, Singgih, Soerjohamidjojo,
Worjaningrat, Soerjo, Hadikoesomo, Abdul Fattah Hasan, Sanoes,
Wongsonegoro, Latuharhary, Pratal ykrama, Masg/kur dan Moezakir.

7. Tangga 16 Juli 1945, melanjutkan pembahasan RUUD. Dengan diskusi dan

pembicaraan Soekarno, Soepomo, Hatta dan Soetardjo.*

Setelah sidang-sidang BPUPKI, Jepang ternyata banyak mengalami
kekalahan dari sekutu yang membuat petualang di Asia ini kendor. Tanggal 7
Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
dengan 231 anggota (Magkur ikut terdaftar menjadi anggota), dan dengan

sendirinya BPUPK | bubar.

Ketika diadakan sidang Panitia Persigpan Kemerdekaan, Magkur
mendapat kesempatan untuk berbicara. Ketika itu memang para anggota dapat
bebas mengutarakan pendirian serta pendapat masing-masing mengenai negara
yang hendak dibangun. Ada sebagian yang menghendaki negara baru itu
berbentuk Republik, tetapi ada juga beberapa anggota yang mengemukakan

pendapat bahwa negara Indonesia hanti supaya berbentuk kergjaan.

Masing-masing anggota juga mengemukakan alasan sendiri-sendiri.

Demikian pulamengenai dasar negara, berbagai macam pendapat diketengahkan.

“Ibid., 71.
** Marwati, Sejarah Nasional, 77.
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Sidang-sidang Panitia Persigpan Kemerdekaan Indonesia merupakan
forum yang cukup menarik perhatian pada jaman Jepang, hamun pada saat-saat

sidang segala sesuatunya dapat berjalan lancar tanpa suatu gangguan.®*

Pada tangga 18 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk menetapkan
Undang-Undang Dasar serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam
kaitannya dengan dasar negara, Masjkur berpendapat, “Bahwa dasar negara yang
akan dibangun hendaknya Islam, mengingat bahwa 90% dari penduduk Indonesia
adalah penganut agama tersebut”. Lebih lanjut, menurut Masjkur, “Islam
bersumber dari wahyu, yang karena itu memiliki arah yang jelas. Sebaliknya

Pancasila, merupakan formulasi kosong tanpa arah jelas”.?

Pendirian Magkur itu kemudian didukung oleh pembicaraan berikutnya,
yakni Abdul Kahar Mudzakir (seorang ulama dari Yogyapernah menuntut

pelgjaran di Kairo dan menjadi rektor Universitas ISlam Indonesia di Y ogya).

Abdul Kahar Mudzakir dalam pidatonya yang penuh semngat
mengemukakan alasan-alasan lain, mengapa negara Indonesia nanti harus

berdasarkan Islam.

Uraiain kedua tokoh itu kemudian mendapat tanggapan dari anggota
lainnya, yaitu Ratulangie dan Latuharhary yang dikenal dengan penganut agama
Nasrani yang taat. Kedua pembicara dalam pidatonya yang singkat dan jelas,

menegaskan bahwa apabila sidang menetapkan dasar agama Indonesia nanti

2! Soebagijo, KH. Masjkur, 53.
% Mastuki H.S. et al, Intelektualisme Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 99.
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adalah Idlam, kedua orang itu akan mengundurkan diri dan akan meninggalkan

sidang. Mereka tidak mau ikut bertanggung jawab.

Suasana dalam sidang waktu itu menjadi agak panas. Bung Karno yang
mengamati persoalan sgjak dari permulaan langsung berdiri, minta waktu kepada
Ketua sidang, yakni Dr. Raiman Wedyodiningrat untuk berbicara. Dengan
terbata-bata dan tersendat-sendat diiringi cucuran ar mata, Bung Karno
menyatakan kesedihan hatinya bahwa persoalan dasar negara akan meyebabkan

perpecahan di kalangan bangsa Indonesia.®

Ketua sidang, tanggap pada keadaan dan akhirnya menetapkan untuk
menskros sidang itu sampa keesokan harinya. Semua anggota menerima

keputusan itu.

Maskur dan beberapa temannya menginap di rumah Muhammad Y amin,
sebab di situ selain dirasakan lebih bebas, juga terdapat banyak buku untuk
bacaan. Pada malam harinya Bung Karno datang ke situ dan menemui Magskur,
KH. Wahid Hasyim, serta Abdul Kahar Mudzakir. Kepada ketiga orang itu Bung
Karno membahas soa apa yang dibicarakan dalam sidang siang tadi dan dia
berpesan agar besok pagi pada waktu sidang, dijaga jangan sampai Suasana

menjadi panaslagi.

Sebab Bung Karno akan mengajukan suatu konsep yang mungkin dapat
diterima oleh semua golongan dan semua pihak. Lagi pula, sudah ada rumusan,

yang menyebutkan kewajiban umat 1slam untuk menjalankan Syariat-syariatnya.

% Soebagijo, KH. Masjkur, 54.
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Magkur tidak menanya kepada Bung Karno apa dia juga mengajukan hal
yang serupa kepada Latuharhary dan Ratulangie, tetapi dia menyatakan

kesediannya besok pagi di sidang tidak akan mengajukan pendapat-pendapatnya.

Begitulah sgarah mencatat bahwa keesokan harinya Bung Karno diberi
kesempatan untuk menguraikan pendapatnya, apa yang sebaiknya dijadikan dasar

negara yang hendak didirikan.?*

Berpidato tanpa teks dan di hadapan para anggota panitia Persiapan
Kemerdekaan dan disaksikan sgumlah pembesar Jepang, dengan gayanya sendiri
Bung Karno mengemukakan pendapatnya mengenal kasus yang memang sangat
peka. Pidatonya kemudian lebih dikenal dengan “Lahirnya Pancasila”, karena
memang Pancasila-lah yang dikemukakan Bung Karno, meskipun pada saat itu

belum ada penamaan yang pasti.

Dengan sadar kelompok Islam pada waktu itu menerima konsep Bung
Karno tentang Pancasila tersebut, dengan dasar pemikiran bahwa yang terpenting

pada saat itu ialah utuhnya negara kesatuan RI yang akan lahir.

Kesempatan yang diberikan Jepang kepada para pemimpin Indonesia
untuk bebas berbicara yang semula dengan harapan agar dengan demikian mereka
akan memberikan bantuan kepada Jepang lebih banyak lagi, dalam kenyataanya

merupakan senjata makan tuan.

2 |bid., 55.
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Sebab, kesempatan yang diberikan Jepang untuk bebas berbicara dan
bebas mengutarakan pendapat, oleh sgjumlah pemimpin Indonesia bahkan

dimanfaatkan untuk lebih menanamkan rasa cinta tanah air kepada bangsanya.

Proklamasi kemerdekaan itu sendiri, semula diterima secara dingin-dingin
sgja oleh masyarakat. Pada waktu itu sedang bulan Ramadhan dan kaum muslimin
memang sedang melakukan ibadah puasa. Berita tentang adanya proklamasi
kemerdekaan disebarluaskan oleh kantor berita Domei di Pasar Baru, Jakarta dan

diterima oleh kantor cabang-cabangnya di seluruh Jawa.

Ada juga di antara mereka yang meneruskan berita tentang proklamasi
kemerdekaan kepada instansi-instansi pemerintahan setempat dan ada pula yang

membacakan di hadapan para muslimin yang baru selesai sholat Jumat.

. Peran KH. Magjkur dalam Piagam Jakarta di Konstituante

Pada akhirnya, Konstituante memang menghadapi kesulitan dalam
menyelesaikan soal dasar negara. Wakil-wakil partai Islam terus teguh dalam
berpegang pada pendirian tentang Islam sebagal dasar negara.

Ini terjadi pada waktu Kasman Singodimedjo menjadi ketua fraksi Islam
Konstituante maupun ketika Magikur dari NU menggantikannya karena Kasman
ditangkap dengan tuduhan subversi oleh pemerintah.?

Para wakil Islam di Konstituante mencoba mengikuti pendirian
pemerintah, tetapi tidak ingin menerima UUD 1945 itu tanpa modifikasi. Mereka

mengambil kesempatan untuk memasukkan kembali tujuh kata yang hilang dalam

% Mastuki, Intelektualisme Pesantren, 99.



70

Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945: “... dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluknya”.

Pemerintah sendiri telah mengakui Piagam Jakarta sebagai suatu
“dokumen historis”, tetapi sigpapun tahu bahwa pengakuan ini tidak mengena
dengan pelaksanaan syariat Islam. Maka Magkur mengusulkan mosi agar tujuh
kata dalam Piagam Jakarta tersebut dapat dimasukkan kembali dalam UUD 1945.
Tetapi, mosi Magkur kalah dengan 201 banding 265 suara dari jumlah anggota
yang hadir yaitu sebanyak 470 anggota.®®

Tanggal 26 Mei 1959, Magkur, tokoh terkemukan NU ini bertindak atas
nama fraksi Islam di Konstituante mengajukan usul dua pokok pemikiran, yaitu
Piagam Jakarta harus dijadikan Mukaddimah UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945
hendaknya berbunyi: “Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan
menjalankan syariat Bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun lagi-lagi, usul Maskur
ditolak. Sekali lagi, katanya,”potensi umat Islam yang menjadi bagian dari potens
nasional diabaikan lagi”.>’

Sayang sekali, tugas Konstituante untuk membentuk UUD yang permanen
berakhir tanpa keputusan. Dampak dari kemacetan Konstituante lahirlah Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang berisi Presiden membubarkan Konstituante dan
memberlakukan kembali UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Dengan
adanya Dekrit Presiden inilah masa Demokrasi Terpimpin dimulai.

Untuk menggantikan Konstituante yang dibubarkan, pemerintah

mengel uarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959 yang

26 | tni
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menetapkan bahwa sementara DPR belum tersusun menurut UUD 1945, maka
DPR yang dibentuk berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 menjalankan tugasnya
sesuai UUD 1945. DPR ini dibubarkan Presiden Soekarno lewat Penetapan
Presiden No. 3 tahun 1960, setelah terjadi perselishan pendapat antara
Pemerintah dengan DPR mengenai penetapan Anggaran Belanja Negara tahun
1960.

Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden No.
4/1960 yang mengatur susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-
GR). Di ddam DPR-GR ini Magkur dan Ny. Wahid Hasyim ikut serta sebagai

anggota sampai dengan terjadinyainsiden G30/S PK| tahun 1965. %

% Azra, Menteri-Menteri Agama, 77.



